
 
 



 

PROVINSI SULAWESI SELATAN  

 

RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2018 - 2023 PAGE i 

 

 

KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya, 

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi 

Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dapat diselesaikan dan ditetapkan.  

UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

menyatakan bahwa RENSTRA Perangkat Daerah merupakan dokumen 

perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan disusun dengan 

berpedoman pada RPJMD. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta 

Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, menegaskan bahwa perencanaan 

pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, 

melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, 

guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu 

tertentu di Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Repiblik Indonesia Nomor 90 

Thaun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

pembangunan dan keuangan Daerah. 

RENSTRA Perubahan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2018-2023 ini dirumuskan dengan tahapan, tatacara, serta pendekatan 

yang diatur dalam peraturan perundangan dalam rangka menjamin konsistensi 

perencanaan dan pemilihan program/kegiatan prioritas sesuai tugas dan fungsi 

Bapenda yang sejalan dengan Visi Gubernur/Wakil Gubernur Sulawesi Selatan yaitu 

: “Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan 

Berkarakter”. Dengan demikian Renstra Perubahan ini merupakan dokumen 

perencanaan yang menjadi pedoman Bapenda dalam mencapai tujuan 

pembangunan daerah pada khususnya, dan pembangunan nasional pada 

umumnya. 

Di samping sebagai pedoman dalam perencanaan, Renstra Perubahan ini juga 

diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu alat evaluasi dan laporan 

pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan Bapenda Provinsi Sulawesi 

Selatan sehingga pada saatnya nanti dapat terwujud Kepemerintahan yang baik 
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(Good Governance). Semoga RENSTRA Perubahan Tahun 2018–2023 ini menjadikan 

arah proses pembangunan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

lebih terarah. 

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan tenaga dan pemikiran 

dalam penyelesaian Renstra ini, diucapkan terima kasih. Semoga Renstra Perubahan 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 ini dapat 

bermanfaat untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan daerah Sulawesi 

Selatan yang kita cintai. 

 

Makassar, 1 April 2019 

 

Kepala Badan Pendapatan Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan 

 

 

 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19680821 199103 1 010 
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PENDAHULUAN 

Bab ini memberikan gambaran tentang latar belakang  
penyusunan, dasar hukum penyusunan, maksud dan 

tujuan, serta sistematika Renstra Badan Pendapatan 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 

 

1.1. Latar Belakang 

Sebagai unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan 

dan pembangunan di bidang pengelolaan pendapatan daerah, Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki komitmen terus-menerus melakukan 

perubahan paradigma pengelolaan keuangan daerah. Peningkatan penerimaan 

daerah dari pajak dan retribusi daerah yang lebih baik merupakan tuntutan yang 

harus diperhatikan oleh penyelenggara pemerintahan. Hal ini penting karena pajak 

dan retribusi merupakan salah satu komponen pendapatan daerah untuk 

meningkatkan perekonomian daerah sekaligus sebagai ukuran keberhasilan 

penyelenggaraan otonomi.  

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang dengan sebaik-baiknya 

maka perlu disusun dokumen perencanaan, baik jangka menengah maupun 

tahunan, yang disebut dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja 

(Renja). Dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja) ini 

merupakan hasil breakdown dari dokumen perencanaan jangka menengah daerah 

(RPJMD) dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD).  

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah 

untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk: (1) Menjamin adanya konsistensi 

perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan 

B A B  

1 



 

PROVINSI SULAWESI SELATAN  

 

RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2018 - 2023 PAGE VIII-2 

 

kebutuhan masyarakat; (2) menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan 

kegiatan yang dibahas secara partisipasif dengan melibatkan semua stakeholders 

pembangunan; dan (3) memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan 

tahunan Organisasi Perangkat Daerah secara kronologis, sistematis, dan 

berkelanjutan. 

Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 

(lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan 

tantangan yang ada atau yang mungkin muncul. Renstra memuat tujuan, sasaran, 

strategi dan kebijakan yang realistis guna mengantisipasi perkembangan masa 

depan. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap 

semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome 

(hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, 

mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur 

kemajuan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban perangkat daerah. 

Renstra Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Selatan 

disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah yaitu sebagai 

instansi yang bertanggungjawab dalam hal penyusunan, pelaksanaan dan 

pembinaan pendapatan daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-Lain Pendapatan Asli 

Daerah yang Sah dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. 

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra Bapenda Provinsi 

Sulawesi Selatan adalah: (1) pendekatan teknokratik yaitu menggunakan metode 

dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan; 

dan (2) pendekatan partisipatif yaitu, melibatkan berbagai unsur pemangku 

kepentingan antara lain melalui forum perangkat daerah. Adapun tahapan dalam 

penyusunan Renstra-PD meliputi: (1) persiapan, (2) penyusunan rancangan awal, (3) 

penyusunan rancangan, (4) pelaksaan forum perangkat daerah, (5) penyusunan 

rancangan akhir, dan (6) penetapan. 

Renstra Bapenda harus memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan 

lainnya terutama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) karena RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra. Dalam 

penyusunan RPJMD terdapat uraian tentang analisis dan proyeksi pendapatan 

daerah dalam lima tahun kedepan. Hal ini sangat penting menjadi acuan dalam 

penyusunan Renstra Bapenda karena melalui proyeksi pendapatan daerah tersebut 
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tertuang tantangan pelayanan Bapenda dalam mendorong peningkatan pendapatan 

daerah. Renstra Bapenda juga memiliki keterkaitan dengan Rencana Kerja (Renja) 

Bapenda karena Renstra merupakan pedoman dalam perumusam Renja tahunan 

perangkat daerah. 

1.2. Landasan Hukum  

Landasan Hukum Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

dalam penyusunan Renstra Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 
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8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 

Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

dan Keuangan Daerah 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 

Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

dan Keungan Daerah; 

10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi 

Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 9, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 261); 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 297); 

11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 

2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 

262);  

12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang 

Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 263);  

13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang 

Partisipasi Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Daerah di Provinsi Sulawesi 

Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 267); 

14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak 

Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 273); 

15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan Nomor 277); 

16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan Nomor 293) 
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17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 

2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301); 

18. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 tahun 2012 

tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 

2012 Nomor 14); 

19. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2013 

tentang Partisipasi Pihak Ketiga dalam Pembangunan di Provinsi Sulawesi 

Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 9); 

20. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 44 Tahun 2013 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 

tentang Pajak Daerah Khusus Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Berita 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 44); 

21. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2013 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Sulawesi Selatan Nomor 8 

Tahun 2013 tentang Pajak Rokok (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2013 Nomor 52); 

22. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Petunjuk 

Teknis Pemanfaatan Pajak Rokok (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2016 Nomor 43); 

23. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 99 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2016 Nomor 99); 

24. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Pada Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 

25. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 88 Tahun 2018 tentang 

Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah Perjenis Objek 

Pungutan pada Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi 

Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 88); 

26. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 90 Tahun 2018 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulwesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 
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tentang Perubahan atas Peraturan Pajak Daerah Provinsi Sulawsi Selatan Nomor 

10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak Kendaraan Bermotor 

dan Bea balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2018 Nomor 90); 

27. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 100 Tahun 2018 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulwesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 

tentang Perubahan atas Peraturan Pajak Daerah Provinsi Sulawsi Selatan Nomor 

10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak Air Permukaan (Berita 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 100); 

28. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1708/IX/Tahun 2013 tentang 

Penetapan Nilai Perolehan Air sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan 

yang Berlaku dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. 

1.3. Maksud dan Tujuan  

Penyusunan Renstra Perubahan Bapenda dimaksudkan sebagai penjabaran 

RPJMD untuk memberikan arah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, serta 

sebagai pedoman strategis dan teknis bagi seluruh pemangku kepentingan 

(stakeholder) dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan tujuan 

penyusunan Renstra Perubahan adalah: 

1. Mengidentifikasi dan menganalisis keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi 

Bapenda dalam pengelolaan pendapatan daerah dan potensi sumber daya 

daerah; 

2. Mengakomodir visi, misi, tujuan, sasaran dan program Gubernur dan Wakil 

Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan tugas, fungsi dan 

kewenangan Bapenda; 

3. Memberikan gambaran kinerja pelayanan yang ingin dicapai dalam 

melaksanakan tugas dan fungsi Bapenda; 

4. Memberikan fondasi yang baik bagi penyusunan Renja maupun pengendalian 

dan evaluasi kinerja Bapenda di masa mendatang; 

5. Pedoman dalam penyusunan Renja tiap tahun. 
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1.4. Sistematika Penulisan 

Sistematika Renstra Perubahan Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan adalah 

sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan 

serta sistematika penulisan Renstra. 

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber 

daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat, serta tantangan 

dan peluang pengembangan pelayanan Bapenda Provinsi Sulawesi 

Selatan. 

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

Menguraikan tentang identifikasi permasalahan terkait tugas dan 

fungsi pelayanan Bapenda, telaah terhadap Visi, Misi dan Program 

Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih, dan penentuan isu-isu 

strategis perangkat daerah. 

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN 

Menjelaskan tentang tujuan yang hendak dicapai, indikator kinerja 

tujuan serta target kinerja tujuan; sasaran yang hendak dicapai, 

indikator kinerja sasaran serta target kinerja sasaran. 

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

Menguraikan strategi dan arah kebijakan yang akan dijalankan dalam 

mencapai sasaran pelayanan perangkat daerah. 

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan 

kegiatan, target kinerja program dan kegiatan, pagu indikatif program 

dan kegiatan serta kelompok penerima manfaat. 

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

Mengemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara 

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun 

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan 

dan sasaran RPJMD. 

BAB VIII : PENUTUP 

Menguraikan tentang kesimpulan atas penyusunan Renstra serta 

kaidah pelaksanaan Renstra, yaitu pelaksanaan, pengendalian dan 

evaluasi. 

 

 


